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Capaian CPL 2 Mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum agraria, governansi pertanahan, kebijakan 70%
Pembelajaran politik agraria dan dasar-dasar penataan ruang.
Lulusan (CPL) CPL 6 Mampu melaksanakan penangangan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, sesuai 20%
dengan standar operasional dan prosedur baku
CPL 1 Menunjukkan sikap dan perilaku Pancasila, berkontribusi dalam mengembangkan kualitas 10%
kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta berkarakter unggul dan profesional.
Capaian Setelah menyelesaikan pembelajaran pada mata kuliah ini, taruna mampu:
Pembelajaran
Mata Kuliah | CPMK 1 Mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup dan fungsi hukum agraria dan Hukum Tanah
(CPMK) serta tata jenjang HPAT dalam pembangunan hukum nasional
CPMK 2 Mampu menjelaskan usaha mewujudkan unifikasi hukum agraria.
CPMK 3 Mampu menjelaskan asas-asas dalam hukum agraria nasional dan menunjukkan wujudnya
dalam praktik pertanahan di Indonesia
CPMK 4 Mampu menganalisis berbagai macam hak penguasaan atas tanah di Indonesia: HAT Primer,

HAT sekunder, Hak atas ruang atas dan ruang bawah tanah, wakaf, dan hak pengelolaan.

Kode Dokumen




Kemampuan akhir

Sub-CPMK 1 Menjelaskan pengertian, ruang lingkup, fungsi Hukum Agraria dan hukum Pertanahan, serta | CPMK 1

tiap tahapan belajar tata jenjang HPAT
MK (Sub-CPMK) Sub-CPMK 2 Menjelaskan dan usaha mewujudkan unifikasi hukum agraria CPMK 2
Sub-CPMK 3 Menjelaskan Hukum Agraria Nasional dan Asas-asas-nya. CPMK 3
Sub-CPMK 4 Menjelaskan hubungan Negara dengan sumber-sumber agraria (tanah, hutan, dan tambang) | CPMK 3
Sub-CPMK 5 Menjelaskan konsep hak ulayat dan eksistensinya di Indonesia CPMK 4
Sub-CPMK 6 Menjelaskan konsep HPL dan perkembangan pengaturan hak pengelolaan. CPMK 4
Sub-CPMK 7 Menjelaskan HAT sebelum dan setelah UUPA CPMK 4
Hubungan
CPMK dan CPMK 1 CPMK 2 CPMK 3 CPMK 4
Sub-CPMK Sub-CPMK 1 v
Sub-CPMK 2 v
Sub-CPMK 3
Sub-CPMK 4
Sub-CPMK 5
Sub-CPMK 6
Sub-CPMK 7

Deskripsi Singkat

Mata Kuliah

Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan keterampilan menjelaskan: (1) pengertian dan ruang lingkup hukum Hukum Agraria serta
fungsinya dalam pembangunan hukum nasional; (2) Tata jenjang HPAT dan usaha mewujudkan unifikasi hukum agraria nasional; (3)
asas-asas dalam hukum agraria nasional dan perwujudannya dalam praktik pertanahan di Indonesia; dan (4) hubungan negara dengan




sumber daya agraria, HPAT, HAT primer dan sekunder sebagai Lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit termasuk di dalamnya
hak atas ruang atas dan ruang bawah tanah, hak pengelolaan, dan wakaf.

Kegiatan belajar mengajar berupa pembahasan teori dan praktik. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan nilai rerata keaktifan di
kelas, kegiatan penugasan baik individual dan kelompok, dan Ujian Teori yang terdiri atas Ujian Mid/Tengah Semester (UM/TS) dan
Ujian Akhir Semester (UAS).

Metode Penilaian

dan Kaitan Komponen/Metode Penilaian Persentase CPMK Media

dengan CPMK 1 2 3 4
Keaktifan di kelas 10% Unjuk kelas dicatat dalam absensi
Tugas 1 mandiri 5% v Pengumpulan laporan
Tugas 2 mandiri 5% v Pengumpulan laporan
Tugas 1 kelompok 10% v v Pengumpulan laporan
Tugas 2 kelompok 10% v v Pengumpulan laporan
UTS 30% v v Pengumpulan Hasil UTS
UAS 30% v v Pengumpulan Hasil UAS
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RENCANA PEMBELAJARAN MINGGUAN

1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10
™ SubCapaian Bentuk/ Beban Waktu Media Metode Penilaian
Pembelajaran Bahan Kajian/ Model . Pembelajaran | Pembelaj .
Ke-/I(<3PM Mata Kuliah Pokok Bahasan Pembelaja Pengalaman Belajar aran i)ndl.ll( a.t or Komponen Bobot
(Sub-CPMK) ran entialan
1-2 a. Pengertian dan Ceramah, a. Belajar mandiri Pengantar Modul Mahasiswa Tugas 10%
(CPMK 1) Menjelaska | Ruang Lingkup diskusi. melalui pembelajaran: dan mampu Mandiri 1:
n Hukum Agraria Small Group pemahaman 10 menit literatur menjelaskan Membuat
. Discustion modul dan latihan lain . Ringkasan,
pengertian, . . pengertian .
soal; Diskusi dan ) pengertian dan
R.uang A.  Pengertian b. Berdiskusi secara | pendalaman Hukum Agraria/ | qur-unsur
Lingkup Hukum: langsung materi: 2x100 Tanah serta ruang
dan Fungsi | g Pengert’ian Hukum c. Tugas latihan soal | menit lingkup kajian
Hukum Agraria dan Hukum
Agraria Hukum Tanah Praktikkum : Agraria, HMN
1. Pengertian Belajar mandiri
b.1.Menjelaska Hak dan tugas
n Penguasaan terstruktur .
pengertian Atas .Tar.lah; 2x170 menit
hukum, 2. Tata jenjang
. Hak
agrana, Penguasaan
dan tanah; Atas Tanah Mahasiswa
mampu




c. Menjelaskan
pegertian
Hukum
Agraria sbg
Hak
Penguasaa
n Atas
Tanah
(HPAT)

Menjelaska
n tata
jenjang
HPAT

Menjelaska
n fung-si
Hukum
Agraria
dalam
pembangun
an
Nasional.

(Sub-1)

C. Fungsi Hukum
Agraria dalam
Pembangunan
Nasional

menjelaskan tata
jenjang HPAT
serta fungsi
Hukum Agraria.




35
(CPMK 2)

a. Menjelaskan
perkemban
gan
Hukum
Agraria
menuju
unifikasi
hukum.

b.1.Menjelaska
n konsepsi
dari
berbagai
Hukum
Agraria yg
ada
sebelum
UUPA;

c. Menjelaskan
diferensiasi
hak  atas
tanah
sebe-lum
UUPA
yang
berdasarka
n tanah hak
barat dan
tanah hak
Indone-sia;

d. Menjelaskan
usaha-usah
a
pembaruan
Agraria

A. Hukum Agraria

Sebelum UUPA
(Hukum Tanah
Adat, Hukum
Tanah Barat,
Hukum  Tanah
Antar Golongan,
Hukum Tanah
Swapraja, dan
Hukum Tanah
Administratif
Pemerin-tah
Hindia
Belanda);

. Diferensiasi Hak

Atas Tanah di
Indonesia
sebelum UUPA:
1. Tanah-tanah
Hak Barat;
2. Tanah-tanah
Hak
Indonesia.

. Usaha-usaha

Pembaruan
Hu-kum Agraria
Setelah
Prokla-masi
sebagai
Awal
Penjebolan
Hukum Kolonial
1.
Penghapusa
n lembaga
atau
hak-hak
yang tidak
sesuai
dengan
semangat
penyelengga

Titik

Ceramabh,
diskusi,
Small
Group
Discustion.

a. BBelajar mandiri,
melalui
pemahaman modul
dan latihan soal

b.LBerdiskusi secara
langsung

c. TTugas Latihan
soal

Ceramah,
diskusi dan
pendalaman
materi:
3x100menit

Praktikkum :
Belajar mandiri
dan tugas
terstruktur
3X170 menit

Modul
dan
literatur
lain

Mahasiswa
mampu
menjelaskan
konsepsi dan
pengaturan dari
berbagai Hukum
Agraria yg ada
sebelum UUPA

Mabhasiswa
mampu
menjelaskan:
diferensiasi hak
atas tanah
sebelum UUPA;
serta usaha-usaha
pembaruan
Agraria setelah
proklamasi

Tugas
Kelompok
penugasan
kelompok

dan aktivitas

mahasis
wa di Kelas

15%




setelah
proklamasi.

(Sub-2)

raan Negara
yang
modern;

2. Menata
berbagai
peraturan
mengenai
pertanahan
agar
mendukung
upaya
pening-kata
n
kesejahteraa
n
masyarakat;

D. Unifikasi

Hukum Agraria

Nasional

Didasarkan pada

Hukum Adat

6-7
(CPMK 2)

a.

Mabhasiswa
mampu
menjelaska
n  Hukum
Agraria
Nasional
dan
Asas-asas-
nya.

b.Mampu

menjelaska
n bahwa

pembangun
an Hukum
Agraria

A. Peranan Hukum
Adat dalam
Pembangunan
Hukum Agraria
Nasional
1. Sumber

utama
pemba-ngun
an Hukum
Agraria
Nasional;
2. Sumber
pelengkap
Hukum
Agraria
Nasional.

B. Sumber-sumber
Hukum Agraria
Nasional

Ceramabh,
diskusi,
Small
Group
Discustion

a. Belajar mandiri,
melalui
pemahaman
modul dan latihan
soal ;

b. Berdiskusi secara

langsung ;
c. Tugas latihan soal

Ceramabh,
diskusi dan
pendalaman
materi: 2x100
menit

Praktikkum :
Belajar mandiri
dan tugas
terstruktur
2x170 menit

Modul
dan
literatur
lain

Mahasiswa
mampu
melakukan
penilaian bahwa
pembangunan
hukum agraria
nasional
sebaiknya
berdasarkan
hukum adat.

Mahasiswa
mampu
menjelaskan
konsepsi dan

Penilaian
presentasi
tugas
kelompok.

10%




Nasional
sebaik-nya
berdasarka
n Hukum
Adat;

c.Menjelaskan
Hukum
Adat
seba-gai
pelengkap
Hu-kum
Agraria;

d.Menjelas
kan
konsepsi
dan
asas-asas
Hukum
Agraria.

(Sub-3)

C. Konsepsi dan
Asas-asas
Hukum Agraria
Nasional

1.

Konsepsi
Hukum
Agraria
Nasional
Asas-asas
Hukum
Agraria
Nasional
Asas
nasionalita
s sub-yek
hak  atas
tanah;

Asas
fungsi
sosial hak
atas tanah;
Asas
pemerataan
dan
keadilan;
Asas
penggunaa
n tanah dan
pemelihara
an
ling-kunga
n hidup;
Asas
kekeluarga
an dan
kegotong-r
oyongan
dlm
penggunaa
n tanah;
Asas
pemisahan

asas-asas serta
sumber-sumber
Hukum Agraria
Nasional.




horizontal

dalam
hubungann
ya dengan
bangunan
dan tanah
di atasnya;
g. Asas
hubungan
yang
berkarakter
publik
antara
Negara
dengan
tanah.
8 UTS UTS UTS 15%
(CPMK 1,
CPMK 2)
9-10 a. Menjelaskan | Hak Menguasai Ceramabh, a.BBelajar mandiri, | Ceramabh, Modul Mahasiswa Tugas 10%
(CPMK 3) hubungan Negara sebagai diskusi, melalui diskusi dan dan mampu Mandiri 2:
Negara Unsur Publik Hak Small pemahaman modul | pendalaman literatur memahami Tugas-tugas
d B Group dan latihan soal materi: 100 lain Hak M . | harian  tugas
engan angsa . , . . . a enguasai .
Discustion. | b.LBerdiskusi secara | menit akhir
sumber-su 1. TIsi dan Sifat langsung Negara. (HMN) dan  aktivitas
mber . c.pPraktek/simulasi | Praktikkum : sebagai mabhasis
agraria Kewenangan de.1r1 latihan soal Belajar mandiri pelimpahan unsur | wa
(tanah, Hak Menguasai dan tugas publik Hak
hutan, dan Negara terstruktur Bangsa
tambang) 1x170 menit

b. Menjelaskan

1si,  sifat,
tujuan, dan
pembatasa
n terhadap
Hak
Menguasai
Negara.

2. Tujuan dari Hak
Menguasai
Negara

3. Pembatasan
terhadap Hak
Menguasai
Negara




(Sub-4)

11 a. Mahasiswa [ A. Pengertian Hak [ Ceramah, a. BBelajar mandiri, Ceramah, Modul Mabhasiswa Tugas 5%
(CPMK 3) menj elaska ulayat diskusi, melalui diskusi dan dan mampu Kelompok 2:
n  konsep B. Eilf{'fererllsiasi . émall gemilhg}rlnan m(l)dul penda.lalllz)%n iit.eratur menjelaskan
hak ul a u'ayat 1 roup an at.1 an soa matep: aim k hak ul penugasan
? ulayat berbagai daerah | Discustion. | b.LBerdiskusi secara | menit 9nsep a. ulayat kelompok
di _ di Indonesia langsung di Indonesia makalah
Indonesia. | C. Ppengakuan c. TTugas Latihan Praktikkum : permasalaha n
. negara terhadap soal Belajar mandiri pertanahan
b. Mahas1swa eksistensi  hak dan tugas Mahasiswa
menjelaska ulayat di terstruktur
n eksistensi Indonesia: 1X170 menit ma@pu
hak ulayat 1. Perda-perda menjela§kan
di berbagai yang berbagai
daerah di mengatur differensiasi hak
] hak ulayat layat d
Indonesia . ulaya an
2. Kebijakan eksistensinya  di
. negara untuk .
c. Mahasiswa . . Indonesia
i melinndungi
menjelaska hak ulayat
n 3. Perkembang
perkemban an  terbaru Mahasiswa
gan terhgdap mampu
aturan-atur perlindungan ]
hak  ulayat menjelaskan
an hukum .
dan berbagai
masyarakat kebijakan
hukum adat. pemerintah terkait
hak ulayat
(Sub-5) khususnya
Yy
aturan-aturan
hukum dan
putusan
pengadilan
12 a. Menjelaskan [ A. Konsep =~ HPL | Ceramah, | a.Belajar mandiri, Ceramabh, Modul Mahasiswa Tugas 5%
(CPMK4) konsep sebagai diskusi, melalui pemahaman | diskusi dan dan mampu Mandiri :




HPL dan gempilan HMN Small modul dan latihan pendalaman literatur menjelaskan Tugas-tugas
perkemban dan Group soal materi: 100 lain konsep dan | harian  tugas
gan Perkembangan Discustion. | b. Berdiskusi secara | menit perkembangan akh.lr. dan
pengaturan P enggturap langsung . . pengaturan  hak aktlv1t§1s
mulai dari tahun c. Tugas Latihan soal | Praktikkum : mahasiswa
hak 1870 sampai Belajar mandiri pengelolaan.
pengelolaa dengan sekarang dan tugas .
n. B. Sebagai terstruktur Mahasiswa
lembaga hukum 1x170 menit mampu
b.1.Menjelaska membahas menjelaskan HPL
n HPL mengenai sebagai lembaga
sebagai penamaan,  isi hukum dan
lembaga dan sifat, hubungan hukum
hukum subyek,  dan konkrit.
obyeknya.
Sebagai
2 Menjelas Hubungan _
kan HPL Hukum Konkrit
sebagai 1. Cara
hubungan terjadinya;
hukum 2. Peralihanny
konkrit a;
3. Pembebanan
nya;
(Sub-6) 4. Hapusnya;
5. Pembuktian
nya
13-15 a. Menjelaskan | a. Sebagai Lembaga | Ceramah, | a. Belajar mandiri, Ceramabh, Modul Mahasiswa Tugas 15%
(CPMK 4) Hak Milik Hukum diskusi, melalui pemahaman | diskusi dan dan mampu Kelompok:
(HM) 1. Isi dgn sifat; Small modul dan latihan penda'laman 11t§ratur menjelaskan Hak Penllalan.
scbagai 2. Subjek; Group soal materi: 2x100 lain milik scbagai Presentasi
3. Objek Discustion. | b. Berdiskusi secara | menit kelas
lembaga Sebagai Hubungan langsung lembaga  hukum
hukum  dan Hukum Konkrit c. Tugas Latihan soal Praktikkum : dan hubungan
hubungan Belajar mandiri hukum  konkrit
hukum 1. Cara terjadinya; dan tugas serta wakaf di
konkrit. terstruktur Indonesia
2. Peralihannya; 2X170 menit




b. Menjelaskan
konsep
wakaf,
pelaksanaa
n, dan
perkemban
gan
peraturann
ya

Perkemban
gan
pelaksanaa
n
pengakuan
hak  milik
di berbagai
daerah
khususnya
untuk
WNA

d. Dapat
menjelas-k
an
Hak-Hak
atas tanah
yang
bersifat
terbatas:
Hak Guna
Usaha
(HGU) dan
Hak Guna

3.
Pembebanannya;

4. Hapusnya;
5. Pembuktiannya

b. Menjelaskan
konsep wakaf,
pelaksanaan, dan
perkembangan aturan
hukumnya

C. Menjelaskan
pengakuan hak milik
di berbagai daerah
khususnya untuk
WNA

d. Sebagai Lembaga
Hukum

1. Isi dan sifat;

2. Subjek;

3. Objek
Sebagai Hubungan

Hukum Konkrit
1. Cara terjadinya;

2. Peralihannya;

Mahasiswa
mampu
menjelaskan Hak
Guna Usaha
(HGU) dan Hak
Guna Bangunan
(HGB), Hak Pakai
(HP), dan Hak

Sewa (HS)
sebagai lemba-ga
hukum dan

hubungan hukum
konkrit.




Bangunan 3.

(HGB), Pembebanannya;
Hak Pakai
(HP), dan
Hak Sewa
(HS)
sebagai

4. Hapusnya;

5. Pembuktiannya

lembaga
hukum dan
hubungan
hukum
konkrit.

(Sub-7)

16
(CPMK 3,
CPMK 4)

UAS

UAS

UAS

15%

1. Rubrik Tes Tertulis (Esai, Kuis, UTS/UAS)

RUBRIK PENILATAN

Aspek/Dimensi yang Dinilai | Bobot (%) Kriteria Penilaian
Ketepatan Jawaban Konseptual 40% Jawaban benar sesuai dengan hukum yang berlaku
Argumentasi & Penalaran 30% Analisis logis, tajam, dan sesuai konteks
Contoh dan Aplikasi 20% Dapat memberikan ilustrasi atau kasus hukum
Ketepatan Bahasa Hukum 10% Menggunakan istilah hukum yang sesuai dan tepat
Total 100% Nilai akhir dihitung rata-rata keseluruhan, dikonversi ke skala 0—100

2. Rubrik Laporan & Presentasi Kelompok

Aspek/Dimensi yang Dinilai

Bobot (%)

Kriteria Penilaian

Struktur & Organisasi Materi

25% Materi tersusun runtut, sistematis, dan sesuai topik

Substansi/Penguasaan Materi

25% Menjawab pertanyaan dengan mantap dan tidak tergantung pada catatan




Ketepatan dan Relevansi 20% Konten sesuai tema hukum yang dibahas

Interaksi dan Komunikasi 15% Presentasi interaktif dan menjalin komunikasi dengan audiens

Media / Alat Bantu 15% Media visual informatif dan mendukung materi

Total 100% Skala skor: Sangat Baik > 85, Baik 67-84, Cukup 58—66, Kurang < 57

3. Rubrik Tanya Jawab / Diskusi Kelas (Non-Tes)

Aspek/Dimensi yang Dinilai | Bobot (%) Kriteria Penilaian

Pemahaman Materi 30% Jawaban menunjukkan penguasaan teori dan konteks hukum

Ketepatan Jawaban 25% Jawaban logis, tepat, dan berdasar referensi atau pasal

Keaktifan dan Inisiatif 20% Terlibat dalam diskusi, aktif bertanya atau memberi tanggapan

Kecermatan Argumentasi 15% Penalaran runtut, kritis, dan berbasis hukum

Sikap Akademik 10% Menghargai pendapat, menyampaikan argumen dengan sopan dan profesional
Total 100% Kategori: > 85 = Sangat Aktif, 67-84 = Aktif, 58—66 = Cukup, < 57 = Pasif




